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2 URUSAN  PEMERINTAHAN  WAJIB  YANG  TIDAK BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR

2 07 URUSAN    PEMERINTAHAN    BIDANG    TENAGA KERJA

2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

2 07 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

2 07 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

2 07 03 PROGRAM        PELATIHAN        KERJA        DAN PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA

2 07 03 2.01 Pelaksanaan      Pelatihan      berdasarkan      Unit

Kompetensi

2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi 

Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

2 07 03 2.01 02 Koordinasi   Lintas   Lembaga   dan   Kerja   Sama dengan Sektor 

Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana 

Lembaga Pelatihan Kerja

2 07 03 2.01 03 Pengadaan         Sarana         Pelatihan         Kerja

Kabupaten/Kota

2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2 07 03 2.03 Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan

Kerja

2 07 03 2.03 01 Penyediaan   Sumber   Daya   Perizinan   Lembaga

Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

2 07 03 2.04 01 Pelaksanaan   Konsultasi   Produktivitas   kepada

Perusahaan Kecil

2 07 03 2.05 Pengukuran     Produktivitas     Tingkat     Daerah

Kabupaten/Kota

2 07 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga

Kerja

2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

2 07 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja

2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja

KODE

NOMENKLATUR DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA



2 07 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari

Kerja

2 07 04 2.01 04 Penyelenggaraan     Unit     Layanan     Disabilitas

Ketenagakerjaan

2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja

2 07 04 2.02 Penerbitan   Izin   Lembaga   Penempatan   Tenaga Kerja  Swasta  

(LPTKS)  dalam  1  (satu)  Daerah Kabupaten/Kota

2 07 04 2.02 01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara

Terintegrasi

2 07 04 2.02 02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

2 07 04 2.03 01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi

Pasar Kerja Online

2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja

Online

2 07 04 2.03 03 Job Fair /Bursa Kerja

2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di

Daerah Kabupaten/Kota

2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon

Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)/Pekerja  Migran

Indonesia (PMI)

2 07 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja

Migran

2 07 04 2.04 03 Pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia  Purna

Penempatan

2 07 04 2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

2 07 04 2.05 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA

yang   Lokasi   Kerja   dalam   1   (satu)   Daerah

Kabupaten/Kota

2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

2 07 05 2.01 Pengesahan      Peraturan      Perusahaan      dan Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2 07 05 2.01 01 Pengesahan      Peraturan      Perusahaan      bagi

Perusahaan

2 07 05 2.01 02 Pendaftaran       Perjanjian       Kerjasama       bagi

Perusahaan

2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja serta Pengupahan

2 07 05 2.02 Pencegahan     dan     Penyelesaian     Perselisihan

Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan

Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota



2 07 05 2.02 01 Pencegahan  Perselisihan  Hubungan  Industrial, Mogok  Kerja,  dan  

Penutupan  Perusahaan  yang Berakibat/Berdampak   pada   

Kepentingan  di  1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

2 07 05 2.02 02 Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial, Mogok Kerja, dan 

Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak   pada   

Kepentingan  di  1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2 07 05 2.02 03 Penyelenggaraan    Verifikasi    dan    Rekapitulasi Keanggotaan     

pada     Organisasi     Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat 

Pekerja/Serikat

Buruh serta Non Afiliasi

2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan   Operasional   Lembaga   Kerjasama

Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

2 07 05 2.02 05 Pengembangan    Pelaksanaan    Jaminan    Sosial

Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota

3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

3

32 02 PROGRAM          PERENCANAAN          KAWASAN

TRANSMIGRASI

3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

3 32 02 2.01 01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

3 32 02 2.01 02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan

3

32 02 2.01 03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan

Transmigrasi

3

32 02 2.01 04 Penatausahaan    Pencadangan    Tanah    untuk

Kawasan Transmigrasi

3

32 03 PROGRAM          PEMBANGUNAN          KAWASAN 

TRANSMIGRASI

3

32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3

32 03 2.01 01 Koordinasi      dan      Sinkronisasi      Kerjasama

Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

3

32 03 2.01 02 Penyiapan   Lingkungan   Hunian   Fisik,   Sosial,

Ekonomi     bagi     Penduduk     Setempat     dan

Transmigran

3

32 03 2.01 03 Pelaksanaan    Penataan    Penduduk    Setempat

Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi

3

32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi

3 32 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi



3

32 03 2.01 07 Penyesuaian  Lingkungan  Baru  Transmigran  di

Kawasan Transmigrasi

3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

3

32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap

Kemandirian

3

32 04 2.01 01 Penguatan   SDM   dalam   rangka   Kemandirian

Satuan Pemukiman

3

32 04 2.01 02 Penguatan   Infrastruktur   Sosial,   Ekonomi  dan

Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan

Pemukiman


